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Abstract:

Emancipation against COVID-19 is very urgent, especially in Indonesia. The vulnerability of the impact of the
COVID-19 pandemic is more likely to be experienced by women. Women in various parts of the world continue to
make efforts to emancipate against this pandemic. Do not miss in Indonesia, how the involvement of women's
emancipation. The focus on creating affirmations for domestic and public economic resilience continues to be
carried out entirely by women in the context of emancipation. The foundation of women's figh which makes the
role of shar'i a foothold of emancipation in the domestic and public sphere. Confidence in making concrete steps
to emancipation in an effort to strive for family economic resilience becomes clear.

Keywords: Emancipation, COVID-19, economic resilience, working women, figh of women.
Abstrak:

Emansipasi dalam melawan COVID-19 sangat mendesak dilakukan, khususnya di Indonesia. Kerentanan dam-
pak pandemi COVID-19 lebih cenderung dialami perempuan. Perempuan diberbagai penjuru dunia terus berupa-
ya melakukan emansipasinya dalam melawan pendemi ini. Tidak ketinggalan di Indonesia, bagaimana keterli-
batan emansipasi perempuan. Fokus menciptakan afirmasi untuk ketahanan ekonomi domestik maupun publik
terus dilakukan sepenuhnya oleh perempuan dalam rangka emansipasi. Landasan figih perempuan yang men-
Jjadikan role syari menjadi pijakan emansipasi dalam ranah domestik maupun ranah publik. Keyakinan
melakukan langkah kongkrit emansiapsi dalam upaya mengupayakan ketahanan ekonomi keluarga menjadi
jelas.

Kata Kunci: Emansipasi, COVID-19, Ketahanan Ekonomi, Perempuan Pekerja, Figih Perempuan
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Prolog

Pada 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai
pandemi. Mayoritas negara-negara di dunia terjangkit wabah
tersebut, tidak kecuali Indonesia. Negara-negara di dunia secara
mendadak ramai-ramai mengambil kebijakan lockdown dan social
distancing, sebagai upaya menyegerakan penghentian penyebaran
Covid-19. Indonesia sebagai negara yang berpenduduk terbesar ke-
lima di dunia, tidak ketinggalan mengambil langkah seperti halnya
negara lain di dunia dalam melawan COVID-19, akan tetapi
Indonesia jenis tindakannya adalah dengan PSBB (Pembatasan Sosial
Bersekala Besar). Tujuan PSBB sendiri adalah dimaksudkan untuk
memutus rantai penyebaran Covid-19 seperti halnya lockdown dan
social distancing. Tak pelak PSBB juga menimbulkan dampak
ekonomi dan sosial bagi Indonesia. Dampak ekonomi jelas terpapar
karena tidak terelakan terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
pada sektor riil.

Pada sektor perekonomian informal pun terjadi seperti
turunnya daya beli masyarakat terjadi secara dahsyat. Dapat ditarik
contoh pemberlakuan PSBB di Jakarta, sebagai pusat argomerasi di
Indonesia, Jakarta secara ekonomi diperkirakan oleh para ahli akan
menurunkan secara ekstrim PDRB (Produk Domestik Regional
Bruto) yang dimilikinya. Namun dari kejadian itu semua, mayoritas
kaum perempuan Indonesia terkena dampaknya sosialnya, kenapa?
Tulisan ini akan menujukkan bukti-bukti perlawanan perempuan
Indonesia atas pandemi Covid-19, atas telaah emansipasi perempuan
Indonesia pada basis ekologi tenaga kerja dan tinjuan sosilogis atas
figih perempuan.

Kondisi Dunia Atas Pengaruh Covid-19

Dalam kurun waktu kurang lebih empat bulan seluruh umat
di dunia tengah didera wabah virus yang mengancam kesehatan
manusia. Virus Corona atau Coronavirus Diseases yang ditemukan
akhir tahun 2019, telah menyebar di hampir seluruh belahan dunia
dengan cepat. Dampak sosial terjadi dimana-mana dengan cepat,
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seperti lalu lintas yang semula sibuk, tiba-tiba hening. Tempat wisata
yang semula penuh sesak manusia, mendadak sepi wisatawan, orang
dipaksa tidak melakukan aktivitas di luar rumah dan lain
sebagainya. Virus Corona telah menyebar dengan cepat di 213
Negara. Data yang dipublikasikan www.covid19.go.id tanggal 19
April 2020, wabah Corona terhadap masyarakat dunia yang

terkonfirmasi terdampak sebesar 2.245.872 jiwa, dengan angka
kematian 152.707 jiwa. Akibat fenomena sangat cepatnya penyebaran
virus, 20 Negara telah melakukan lockdown (isolasi). China telah
mendahului melakukan lockdown sejak 23 Januari 2020. Selama masa
lockdown, masyarakat wajib
mengisolasi  diri di rumah.
Aktivitas sekolah, ibadah,
perkantoran, dunia usaha, dan
fasilitas publik ditutup sementara.
Pemerintah memberlakukan
) beragam  sanksi bagi yang
melanggar aturan lockdown.

Virus ini seketika telah
menjadi ancaman serius bagi 7,7
Milyar penduduk dunia
(sebagaimana jumlah data
demografi dunia di

, 8 www.worldometers.info). Akibat
virus ini, aktivitas ekonomi pada sebagian besar negara terhenti.
Kepala Dana Moneter Internasional (International Moneter Fund),
Kristalina Georgieva di BBC News tanggal 9 April 2020 mengatakan
krisis ekonomi terbesar di dunia yang paling mengkhawatirkan
adalah The Great Depression yang terjadi di tahun 1930. Krisis ini
disebut-sebut menjadi krisis terpanjang, bahkan mengakibatkan
depresi yang melibatkan banyak negara di abad 20. Pandemi Corona
ini dikhawatirkan bakal melewati waktu yang lama. Georgieva
memperkirakan bahwa 2021 hanya akan terjadi pemulihan parsial.
Upaya isolasi yang diberlakukan oleh pemerintah telah memaksa
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banyak perusahaan untuk menutup dan memberhentikan staf
(PHK). Sebuah studi PBB mengatakan 81% dari tenaga kerja dunia
atau 3,3 miliar orang yang sebelumnya telah memiliki pekerjaan,
sebagian ditutup karena wabah.

Organisasi Buruh Internasional (ILO) memperkirakan akan
ada 25 juta orang di seluruh dunia yang kehilangan pekerjaan atau
setara dengan 3,4 trilyun USD. Para kepala Negara dan Kepala
Pemerintahan diminta untuk melakukan upaya maksimal dalam
mengembalikan kehidupan sosial dan ekonomi rakyatnya bertahun-
tahun ke depan. Untuk tahun dimana Covid sedang berjalan, setiap
Negara diminta untuk melindungi jutaan pekerja kesehatan yang
sebagiannya adalah perempuan. Bisa dibilang, jika terjadi krisis
ekonomi maka perempuan akan paling merasakan dampaknya.
Namun ini bukan berarti mengesampingkan dampak ekonomi pada
laki-laki.

Pernyataan ILO tersebut menjadi kritik yang serius dalam
mendorong upaya perlindungan pekerja. Bahkan sebelum pandemi
COVID-19 terjadi, di awal tahun 2020 tercatat 190 juta orang di dunia
tidak memiliki pekerjaan. Ada empat sektor yang paling terkena
dampak pandemi dan merupakan bagian dari 37.5% lapangan
pekerjaan secara global. Sektor pertama adalah makanan dan
akomodasi yaitu 144 juta pekerja, eceran dan grosir 482 juta,
pelayanan dan administrasi 157 juta, serta manufaktur yaitu 463 juta.

Sektor informal selalu paling merasakan dampaknya, baik
dari krisis ekonomi maupun pandemi. Ditambah lagi jumlah mereka
yang besar yaitu sebanyak 2 milyar orang. Ini setara dengan 61%
jumlah pekerja di seluruh dunia. Belum lagi bila pemerintah dari
negara yang terdampak tersebut tidak berhasil melindungi mereka
dari kemiskinan.

Menurut laporan UNFA sekitar 70% tenaga kerja sektor
kesehatan adalah perempuan, hal ini berarti resiko tertular virus
COVID-19 sangatlah besar. Tenaga kesehatan perempuan
memberikan intervensi langsung pada pasien di fasilitas kesehatan
primer, termasuk berada di garis depan dalam berinteraksi dengan
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masyarakat. Tetapi begitu yang membuat prihatin adalah mereka
tidak sepernuhnya terlibat dalam membuat keputusan dan
perencanaan intervensi, pengawasan keamanan, proses deteksi, dan
mekanisme pencegahan. Dalam konteks situasi bencana dan
perempuan, sebagaimana identifikasi UNFPA, sekitar 48 juta
perempuan dan anak perempuan, termasuk 4 juta perempuan hamil,
membutuhkan bantuan kemanusiaan dan perlindungan di tahun
2020 ini.

Bahaya lebih besar lagi akibat COVID-19 dialami oleh daerah
konflik, tempat tinggal yang buruk, dan sumber daya yang terbatas,
kian memperbesar resiko. Penyebaran COVID-19 yang cepat lebih
menakutkan bagi negara-negara yang juga menghadapi krisis,
konflik yang berkepanjangan, bencana alam, dan keadaan darurat
lainnya. Negara-negara tersebut sering dianggap rapuh karena
sistem kesehatan yang lemah, sehingga membuatnya rentan
terhadap COVID-19, dan kurangnya kapasitas mereka untuk
mendeteksi, mengkonfirmasi virus, mengelola kesehatan, dampak
klinis, dan penyakit dalam suatu populasi.

Perempuan Pekerja Indonesia Sektor Informal

Data Bappenas RI tahun 2018, menunjukkan terdapat tiga
sektor utama dalam bidang tenaga kerja di Indonesia, yaitu terbesar
pada sektor jasa sebesar 56,59%, kemudian menyusul sektor
pertanian 28,79% dan manufaktur 14,62%.

Hasil analisa Bank Dunia menyatakan relatif sedikit
perempuan di Indonesia yang bekerja di sektor formal. Hanya
sekitar separuh dari perempuan Indonesia pada usia kerja yang
bekerja dalam pekerjaan formal. Angka ini sebenarnya sedikit lebih
tinggi dari tingkat (rata-rata) partisipasi angkatan kerja perempuan
dunia sebesar 49 persen pada tahun 2017 (data dari Bank Dunia).
Namun, dibandingkan dengan pria Indonesia, tingkat partisipasi
tenaga kerja perempuan rendah. Sekitar 83 persen pria Indonesia (di
usia kerja) bekerja di sektor formal.
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Faktor yang menyebabkan diantaranya (1) Tradisi/budaya;
wanita Indonesia lebih cenderung (daripada pria) untuk mengurus
rumah tangga, terutama setelah melahirkan anak, (2) Ke(tidak)
setaraan gender; perempuan Indonesia cenderung bekerja di sektor
informal (dua kali lebih banyak daripada laki-laki). Ada banyak
contoh pekerja perempuan informal di pabrik (misalnya pabrik
garmen) atau yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau
yang buka usaha informal di rumah (misalnya menjual masakan
dimasak sendiri). Sebagian besar pekerja perempuan informal ini
adalah pekerja yang tidak dibayar. Dan mereka yang menerima
penghasilan biasanya mendapatkan bayaran kurang dari pria untuk
pekerjaan yang sama. Sebagaimana disebutkan di atas, bekerja di
sektor informal membawa risiko karena pekerja sektor informal
biasanya memiliki pendapatan yang rendah dan tidak stabil, apalagi
mereka tidak memiliki akses ke perlindungan dan layanan
(kesehatan) dasar.

Apabila pandemi berjalan dalam waktu yang lama, akan
semakin banyak perempuan yang tidak mempunyai pendapatan.
Sementara aturan pemerintah menganjurkan masyarakat untuk tetap
tinggal di rumah, secara otomatis akan mengakibatkan
ketakmampuan ekonomi sektor informal, karena tidak ada
pendapatan. Selain itu, dengan adanya anjuran bekerja dari rumah,
bahkan ditutupnya fasilitas publik, menyebabkan para pekerja sektor
informal ini terancam tidak bisa lagi memasarkan produk atau
menjual jasa. Di satu sisi lain, kebutuhan hidup, untuk tetap
mengkonsumsi bahan makanan dengan cukup, membayar sekolah
bagi yang sudah berkeluarga, tetap menjadi kebutuhan yang tidak
bisa ditunda. Bisa dibayangkan bila pandemi ini berjalan lebih dari
setengah tahun, akan banyak keluarga yang menyentuh batas
kemiskinan secara berangsur.

Ancaman Peningkatan Kemiskinan Perempuan Indonesia

Meskipun angka pengangguran dinyatakan menurun pada
tahun lalu, namun yang justru diwaspadai ini adalah pada masa dan
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pasca pandemi. Jika pengangguran perempuan berkurang secara
drastis bahkan mulai mendekati angka pengangguran laki-laki.
Walaupun demikian, masalah persamaan gender, seperti di negara-
negara lain, masih menjadi isu penting di Indonesia.

Perkembangan di beberapa sektor utama (seperti pendidikan
dan kesehatan), perempuan masih cenderung bekerja di bidang
informal (dua kali lebih banyak dari pria), mengerjakan pekerjaan
tingkat rendah dan dibayar lebih rendah daripada pria yang
melakukan pekerjaan yang sama. Di sisi lain, banyak kemajuan telah
dicapai di beberapa bidang (terutama pendidikan dan kesehatan),
perempuan masih lebih mungkin bekerja di sektor informal, dalam
pekerjaan  yang  bayarannya
rendah, dan dibayar lebih rendah
daripada laki-laki untuk pekerjaan

Bank Dunia

mendeteksi penurunan
cepat pengangguran
perempuan di Indonesia
pada akhir tahun
2000an di tengah boom _
komoditas. ‘

serupa.

Sebenarnya, Bank Dunia
mendeteksi  penurunan  cepat
pengangguran perempuan  di
Indonesia pada akhir tahun
2000an di tengah boom komoditas
(mungkin karena penurunan ini |2t
berasal dari low base). Bahkan,
pengangguran perempuan turun
jauh lebih cepat daripada tingkat pengangguran laki-laki Indonesia
pada waktu itu. Sayangnya, Bank Dunia berhenti merilis tingkat
pengangguran perempuan Indonesia setelah tahun 2010.

Jumlah kemiskinan Indonesia per-tahun 2018 adalah 4,30%,
dengan tingkat terendah kemiskinan di ASEAN adalah di Thailand.
Meskipun Indonesia sekarang merupakan negara berpenghasilan
menengah, jumlah penduduknya yang hidup dengan penghasilan
kurang dari 2 dollar AS per hari, sama besar dengan jumlah
penduduk miskin di negara-negara berpenghasilan terendah di
wilayah Asia Timur. Sangat rentannya kelompok penduduk hampir-
miskin ini lagilagi dibuktikan dengan meningkatnya angka
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kemiskinan yang dipicu oleh kenaikan harga bahan pokok.

Kemiskinan telah dikatakan mulai menurun sejak 2012 dan
relative terus menurun sampai tahun 2019. Angka pengangguran
terakhir pada 2018 sekitar 7 juta (berdasarkan data BPS).
Kewaspadaan ILO, searah dengan perhatian pemerintah Indonesia.
Diperlukan strategi untuk mempertahankan ekonomi agar tak terlalu
terpuruk di masa pandemik dan merencanakan upaya pemulihan
pasca Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan kepada
kompas.com tanggal 14 April 2020 bahwa dalam situasi yang sangat
berat, akan terjadi peningkatan jumlah angka kemiskinan hingga 3,78
juta orang. Bila ada pemulihan yang terencana, kita berharap angka
perkiraan kemiskinan tak seburuk yang diprediksi. Terutama tak
berimplikasi pada perempuan, agar tak memperburuk angka
kemiskinan keluarga di Indonesia.

Emansipasi Politik Global: Perempuan Indonesia Berkiprah

Covid-19 yang ditetapkan menjadi pandemi, menjadi
persoalan kompleks dalam skala global. Menghadapi situasi yang
sulit, dimana pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang tepat,
tidak jarang gesekan politik selalu terjadi.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Awal April
2020 lalu telah menyampaikan keterangan persnya, bahwa
pemerintah Amerika Serikat menyetop sementara waktu bantuannya
kepada WHO, dalam kurun waktu antara 60-90 hari atau dapat
ditinjau kembali. Alasan tersebut disampaikan karena pemerintah
Amerika ingin lebih mengutamakan kepentingan kesehatan
masyarakat Amerika, walaupun ada pernyataan lain, yang
memperdebatkan peran WHO selama ini.

Dalam kepentingan global, kondisi ini tentu menjadi
keserasahan para pemimpin dunia. Mengapa kebijakan Presiden
Amerika tersebut banyak menuai tanggapan? Selama ini United State
tercatat sebagai funding terbesar. Dalam publikasi www.npr.org
tanggal 15 April lalu, pada tahun 2018-2019, tercatat United State
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telah menyumbang sebesar $893M, disusul kemudian di posisi kedua
Bill and Melinda Gates Foundation $531M dan ketiga United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland sebesar $392M.

Di tengah menghadapi pandemi ini, dana WHO digunakan
untuk  sosialisasi mengenai Polio, pengembangan vaksin,
peningkatan layanan kesehatan dan nutrisi, termasuk untuk
penanganan wabah virus Corona. Pernyataan Sekretaris Jendral PBB,
Antonio Gutteres kepada New York Times, bahwa “PBB tidak
mempunyai kewenangan langsung atas negara-negara anggota.
Sebaliknya, ini dimaksudkan agar para pemimpin internasional
dalam  kesehatan masyarakat
dengan mengingatkan dunia akan
g ancaman dan meningkatkan akses
perawatan.”  WHO kemudian
membuat  rekomendasi  agar
antarnegara untuk membantu
d para ilmuwan mengatasi wabah.

Delapan Menteri Luar
Negeri Perempuan dunia pada 16
April 2020 lalu, melakukan rapat
virtual ~yang bernama Women
Foreign Ministers Meeting 2020,
L yang membahas dampak
pandemi terhadap perempuan.
Menlu perempuan yang
berpartisipasi dalam pertemuan virtual tersebut adalah Marise Payne
dari Australia, Alexandra Hill Tinoco dari El Salvador, Kamina
JohnsonSmith dari Jamaika, Raychelle Omamo dari Kenya, Claudia
Blum dari Kolombia, Kang Kyungwha dari Korea Selatan, Maria
Arancha Gonzalez Laya dari Spanyol, Ann Linde dari Swedia dan
Retno Lestari Priansari Marsudi dari Indonesia.

Pada kesempatan pertemuan Menlu delapan negara, ada
beberapa catatan penting. Pertama, perhatian lebih pada perempuan
yang beresiko lebih rentan terpapar dampak negatif pandemi, tetapi
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perempuan harus terus tampil di depan menjadi bagian dari solusi
serta ujung tombak ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat di
tengah pandemi. Terdapat sekitar 70 persen tenaga medis global
adalah perempuan, sekitar 60 persen UMKM di Indonesia yang
memproduksi masker, baju pelindung, dan hand sanitizer juga
diperankan oleh perempuan. Perempuan telah menciptakan
lapangan kerja dan secara bersamaan menjamin ketersediaan alat
kesehatan yang sangat penting bagi tenaga medis.

Peran strategis perempuan menjadi semakin signifikan di
tengah berbagai kebijakan untuk work from home atau stay at home.
Para perempuan tersebut mulai dari mendidik komunitas untuk
mengambil langkah preventif untuk menekan penyebaran virus.
Yang menjadi penting sebagai kebijakan global adalah bagi dunia
internasional untuk saling mendukung dan memberdayakan
perempuan menjadi bagian solusi melawan pandemi.

Jika para Menteri Luar Negeri delapan negara telah memulai
melakukan kesepakatan multilateral, saatnya ditindaklanjuti di
tingkat nasional dan lokal. Dalam kesepakatan tersebut, pemerintah
di berbagai negara diminta untuk memperhatikan kebutuhan dan
peran perempuan dalam berbagai intervensi dan kebijakan di tengah
pandemi, kita berharap spirit ini juga menjadi semangat bagi Kepala
Daerah, para pengambil kebijakan serta pelaksana teknis pemerintah,
untuk melawan Covid-19 dengan gerakan lokal yang lebih nyata.

Setiap proses suksesi dalam sejarah politik kita pasca 1998,
telah mendorong partisipasi politik perempuan, namun
sesungguhnya tak ada kesetaraan tanpa keterlibatan laki-laki.
Emansipasi hari ini adalah kerja nyata melawan pandemik global.
Kita berharap sensitifitas kebijakan perempuan bisa menjadi pilar
penguat dalam menyelesaikan masalah pandemi global.

Tinjauan Sosiologis Fiqih Perempuan Di Tengah Pandemi Covid-
19

Budaya perempuan Indonesia bekerja di luar rumah
mempunyai pandangan fiqih perempuan (al-fighun-Nisa) oleh banyak
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ulama Indonesia. Seperti halnya perempuan pekerja yang ada
dipelbagai negara di dunia, budaya kerja bagi perempuan Indonesia
adalah upaya perempuan Indonesia menambah pengetahuan atau
keterampilan dalam meningkatakan produktivitas. Pandangan al-
fighun-Nisa pada konteks Indonesia didasarkan pada aspek
kesadaran emansipasi maupun gender. Merujuk pada figih Gus Dur
yang menyebutkan bahwa hak dasar manusia adalah diperlakukan
secara sama, baik dalam struktur masyarakat maupun dimuka
hukum. Dasar Figih yang disebutkan oleh Gus Dur adalah QS. Al-
Isra:70; QS. An-Nisa: 78, 105, 107 dan 135; QS. Al-Bakarah 170.

Ditinjau dari latar sosiologis figih pada konteks Indonesia,
perempuan bekerja mempunyai pandangan tersendiri dari Gus Dur.
Ia memberikan ilustrasi figih perempuan di luar rumah pada zaman
Rasulullah seperti Khadijah seorang istri Nabi Muhammad saw yang
tercatat sebagai pedagang sukses, Zaenab binti Jashy istri Nabi yang
berprofesi sebagai penyamak kulit serta As-Syifa’ seorang
perempuan yang pandai menulis dan berprofesi sebagai pengurusi
pasar Madinah.

Dalam konteks peran perempuan untuk memberikan afirmasi
kepada keluarga dalam situasi COVID-19 sangat diperlukan.
Ketahanan keluarga merupakan tanggungjawab bersama antara laki-
laki (suami) dan perempuan (istri). Gus Dur menyebutkan bahwa
ada beberapa keterlibatan perempuan dalam peperangan pada
zaman Rosulullah yaitu Aisyah dan Umi Sulaim. Fenomena tersebut
bisa diambil garis sosial, jika dalam keadaan perang perempuan
dapat berbuat untuk membela kebenaran dan keadilan serta kiprah
yang lebih luar, tentu pada musibah COVID-19 ini perempuan mesti
bahu membahu memberikan pengorbanannya pada lingkup
keluarga maupun dalam lingkup sosial.

Epilog
Peran kiprah perempuan Indonesia sangat diperlukan. Secara

sosial kiprah perempuan Indonesia di ranah publik maupun di ranah
domestik pada kondisi pandemi COVID-19 benar-benar menjadi
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daya topang kondisi sosial. Kerentanan ekonomi perempuan atas
dampak COVID-19 cenderung terjadi. Namun perempuan juga
mampu berdiri digarda depan penyelamatan ketahanan ekonomi
rumah tangga, dengan berbagai aktivisme (bekerja) yang bisa
dilakukan sebagai upaya afirmasi ekonomi yang berakibat pada
ketahanan hidup domestik maupun publik. Keterlibatan perempuan
dalam penanganan kerentanan sosial akibat pandemi COVID-19
mempunyai dasar figih dalam Islam. Sehinggah tidak ada lagi
keraguan perihal hukum Islam mengenai emansipasi dalam kondisi
COVID-19 ini. Sehingga perempuan akan mampu mengoptimalisasi
perannya di dalam rumah tangga (domestik) maupun di luar rumah
(publik) dalam upaya mempertahankan ekonomi keluarga.
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